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LATAR BELAKANG

UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3
“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Pemerintah sebagai leading actor memiliki peran
TAIVI BAN G mengontrol dan membatasi penggunaan sumber
daya alam (Mursalim, 2021)

Q SEKTOR TAMBANG BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI

Sektor pertambangan dalam negeri merupakan sektor yang
menempati posisi dominan bagi pertumbuhan sosial ekonomi

Tabel 1. Nilai Ekspor Migas dalam Juta US

Januari  Februari Maret  Aprl

Penerimaan negara dari

901,2 994,8 1405,1 1433,3 industri migas pada tahun 2022 berada pada
. . . nominal US$ 4,4 miliar atau Rp.61,6 Trilyun
Mei Juni Juli Agustus (Aud, 2022)

1496,1 1549,3 1367,9 1686,5

Sumber : BPS 2022
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LATAR BELAKANG

TAMBANG MIGAS DI KEC TANGGULANGIN

Kisaran migas di Desa Kedungbanteng diperkirakan mencapai
5 hingga 10 juta kaki kubik per hari (Auliyak, 2022)

Kabupaten Sidoarjo sendiri secara keseluruhan memiliki 21
sumur galian migas dilapangan blok wunut dan sekitarnya
serta 5 sumur dilapangan blok tanggulangin (Hendra, 2019)

TAMBANG DAN MINARAK BRANTAS GAS

Sejak tahun 2016 PT. Minarak Brantas Gas telah memulai
aktifitas pengeboran Gas di Desa Kedungbanteng Kecamatan
Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan lahan
seluas 4000 M2 (Auliyak, 2022)

TAMBANG

e TAMBANG MIGAS MINARAK GAS BRANTAS BERDASARKAN
1. UU NO 22 TAHUN 2001 (Tentang Migas)

2. PERDA No 6 Tahun 2009 (Tentang RTRW Kab Sidoarjo Tahun
2009 —2029)

3. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No 188/985/404/1.3.2/2015/
(ljin Lingkungan atas kegiatan tambang Migas)

@ www.umsida.ac.id umsida1912 Y umsidal912 f &E}Eﬁﬁgdiyah @ umsidal912



LATAR BELAKANG

GAP MASALAH

Aktivitas tambang migas diduga menjadi penyebab
terjadinya banjir pada pemukiman dan sawah milik

AKTIVITAS
TAMBANG

RUMUSAN MASALAH

Menganalisis Kebijakan Galian Sumur Migas di Teluk
Jambe Desa Kedungbanteng berdasarkan UU No 22
Tahun 2001 tentang Migas dan PERDA No 6 Tahun
2009 tentang RTRW Kab Sidoarjo
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Penelitian Terdahulu

Skripsi Muhammad Jurnal teuku ade pahlevi,eka
Fakrul Auliyak Tahun intan kumala sariputri dan
2022 Mh Simanjuntak tahun 2021

Skripsi Fajri Mursalim
Tahun 2021

Judul “Pertambangan Minyak Bumi

Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Judul “Dampak dan Evaluasi Kebijakan
Hukum Lingkungan Hidup d (Studi di

Pertambangan Batubara di Kabupaten
Desa Kedungbanteng,Kec M bo”
Tanggulangin,Kab Sidoarjo). SEEL )

Judul “Evaluasi kebijakan
pengelolaan tambang galian C
di Kecamatan Mangkutana
Kabupaten Luwu Timur

Hasil Penelitian : "
Hasil Penelitian

Kebijakan Pemerintah daerah Sulawesi Hasil Penelitian
Selatan No 4 Tahun 2018 sejauh ini telah

berhasil melakukan pengendalian

pengambilan barang tambang berdasarkan UU
Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 telah

pertambangan mineral dan batubara,
walaupun pemanfaatan pertambangan
mineral dan batubara secara
berkelanjutan dan ekologis belum terasa
namun aktivitas tambang memberikan
lapangan pekerjaan

UMSIIﬁ

DARISINI PENCERAHAM BERSEMI

mempertimbangkan aspek izin pertambangan
sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. PT
Minarak Lapindo Brantas telah sah secara hukum
dengan Surat Keputusan Bupati No. 188 tanggal
23 Oktober 2015. Namun jika dilihat dari hukum
figih dan hukum syariah maka aktifitas
pertambangan berdampak pada kerusakan
lingkungan.

@& www.umsida.ac.id umsida1912 ¥ umsida1912 §

Pertambangan dapat meningkatkan
kemungkinan terjadinya konflik antar
masyarakat mengenai hak pengusahaan serta
kesempatan pekerjaan tetapi juga dapat
berdampak pada ekonomi lokal.

universitas
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METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN & LOKASI PENELITIAN
|!m Penelitian Kualitatif dengan

Metode Deskriptif Desa Kedungbanteng Kecamatan

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

FOKUS PENELITIAN Q.
), @@ TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Fokus penelitian ini didasarkan pada Teori (4 w - Observasi lapangan
Wiliam Dunn dimana terdapat 6 Indikator /y “ g; - Wawancara Kepala desa,Warga
. desa dan Kepala badan

pada evaluasi kebijakan

Yaitu :

Efektivitas kebijakan

Efisiensi Kebijakan

Kecukupan terhadap pemenuhan
Perataan dalam melaksanakan kebijakan
Responsivitas Kebijakan +¢ Data Primer
Ketepatan Kebijakan ¢ Data Sekunder

penanggulangan bencana kab
Sidoarjo Studi Pustaka
- Dokumentasi

Z SUMBER DATA
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Evektifitas
GJIELE

Y N . . . universitas .
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Evektifitas
GJIELE
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Responsivitas
Kebijakan
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Perataan
Kebijakan
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan
Kebijakan

UMS[@\ @& www.umsida.ac.id umsida1912 ¥ umsida1912 § E?E%']E;r_fiﬁﬁédiyah @ umsida1912



HASIL DAN PEMBAHASAN
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KESIMPULAN

O,
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REKOMENDASI

Peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemberian ijin
usaha tambang selama 30 tahun pada badan usaha tetap karena tanpa adanya pengawasan
dan pembinaan kebijakan yang konsisten pemakaian sumber daya alam tambang sebanyak-
banyaknya akan berdampak pada kerusakan lingkungan

Menyarankan kepada Pemerintah Pusat dan DPR selaku pembuat kebijakan agar memberikan sanksi
pidana yang tertuang dalam UU migas bagi badan usaha tetap sebagai pelaku tambang yang
mengabaikan kelestarian lingkungan dan mengabaikan kesejahteran masyarakat yang berdampak.

Menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo agar pengawasan kebijakan rencana
tata ruang wilayah (rtrw) perlu di maksimalkan kembali. karena implementasi Perda tersebut tidak
berjalan khusunya pada zonasi pertambangan
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LAMPIRAN

THR \ .
EN [ . L . 3 £ Hasil audiensi BEM UMSIDA bersama Komisi C
B ! . / g Komisi D - Dinas Sosial - Dinas Lingkungan
@%@gmmm " ' S 1 Hidup dan Kebersihan - Badan Penanggulangan

Bencana Alam

Audiensi memakan waktu cukup lama dari pukul 13.45 — Pukul 17.00 pada
14 Juli 2022 bersama Komisi C, Komisi D, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan, Badan Penanggulangan Bencana Alam
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